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ABSTRAK :         -  Kegiatan pertambangan mineral yang merupakan kegiatan usaha pertambangan 

diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan 

penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Pemalang, untuk 

lebih mengoptimalkan pengelolaan dan pengusahaan potensi mineral secara 

mandiri, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan maka 

perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan pertambangan mineral, sesuai 

ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa kewenangan 

pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral adalah 

pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; 

-  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 1 

Tahun 1970; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 

2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU 

No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 19 

Tahun 1973; PP No. 20 Tahun 1990; PP No. 35 Tahun 1991; PP No. 27 Tahun 

1999; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2010; PP 

No. 23 Tahun 2010; PP No. 24 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2010; PP No. 78 

Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 

2010; Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten 

Pemalang No. 1 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011. 

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Pertambangan 

Mineral dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam 

pengaturannya. Diatur pula tentang  Asas dan Tujuan, Kewenangan, 

Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan, WIUP, WPR, Perizinan, Hak dan 

Kewajiban, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Penghentian 

Sementara Kegiatan IUP, Berakhirnya IUP dan IPR, Pendapatan Daerah, 

Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan, Reklamasi dan Pasca 

Tambang, Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat, Penyidikan, 

Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Peralihan. 

 



CATATAN : -  Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 12 Oktober 2011 

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Surat Izin Pertambangan Daerah, 

IUP dan IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati sebelum diberlakukannya 

Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir dan wajib 

disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) 

bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

 - Terdiri atas 39 Halaman. 

 


